KEPALA DESA PENER KECAMATAN TAMAN

KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DESA PENER
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENER TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENER,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat {3} Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan

Peraturan Desa;

_bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam

pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi
Desa Pener, maka perhu disusun rencana pembangunan
tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan desa {Musrenbangdes) setiap
tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara

resmi dengan Peraturan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pener Tahun
2017,

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingloungan Propinsi Jawa Tengah;



n

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomoer 47, Tambahan lembaran Nepata
Republik Indanesia Nomor 42868);

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencangan Pembangunan MNasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Auntara Pemerntah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38);
Undang-undang Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indaonesia Nomor 54951,

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negars Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemnbaran Nepara Republik [ndonesia Nomor 5387
sebagrimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1550 tentang
Penetapﬁn Mulai Berlakunya Undang-Undeang Nomor
13 Tahun 19350;

Peraturan Petnerintzah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang MNomor &
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 HNomor 123, Tamnbabhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5539)
sebagaimana  telalh  diubah  dengan  Peraturan



140,

11.

12,

13.

14,

15

Pemernrah Nomeor 47 Tahun 2015 tentang Perubaban
Atas Pergturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksansan Undang-Undang Nomar
& Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2013 Nomer 137, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 37 17);
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomer 113 Tahun
2014 rentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembanguanan Desa,

Pergturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan -Janghksa
Panjang D[taerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-
2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
20059 Nomor i

Peraturan Dasrah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011-2031 [Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Kabupaten Pemalang Tehun 2011-2G16
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tabhun 2011
Momor 5],

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun
2015 entang Pedoman Penvusunan Peraturan di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tabun 2015
Nomor ©, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 6],

Peraturann Desa Pener Nomer o Tahun 20135 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pener
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Lembaran
Desa Pener Kecamatan Tameaen Kabupaten Pemalang
Tahun 2015 Nomor 5);



Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENER
dan
KEPALA DESA PENER

MEMUTUSKAN :
pkan : PERATURAN DESA PENER TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PENER KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

Desa adalah Desa Pener,

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemecrintah Desa adalah Kepala Desa Pener dibantu Prranigkat Desa
Pener sebagai unsur Penyvelenggara Pemcrintahan Desa ;

Kepala Desa adalah Kepala Diesa Pener |

Prrangkat Desa Pener adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa
Pener dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tlerdin dari
Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur
Pelakzana Kewilayahan;

Badan Permusyewaratan Desa yang selanjutnya dizsingkat BPD adalah
Lembaga yang melaksanakan ungsi pemerintahan yang anggolanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis ;

Musyawarah Desa yang yang gelanjutnya disingkatMusdesadaiah
musvawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemeriniah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di
mngkat Musrenbangdes adalah musyawarah  antara  Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Deaa, dan unsur masyarakat Yang



diselenpgarakan oleh Pemerintah Desa untuk menctapkan priocritas,

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Pesa vang didanal

olch Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyaralat

Desa, dan/atau  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Dacrah

Kabupaten / Xota;

. @ Rencans Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemaiang

yang selanjutnya di singkat REIMD Kabupaten Pemalang adalah

Rencana Pembangunan Janglka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun

2016-2021,

10. Rencana Pembarngunan Jengka Menengah Desa yang gelanjutnya
disingkat EPJMDesa adalah Rencana Pemnbangunan Jangka Menengah
Desa Penier Tabhun 2016-2021;

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa
adalah Penjabaran dari RPJMDesa Pener untuk jangka waktu 1 [satu)
tahun;

12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya AFPB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas caty
disetujui bersama olh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

..-Iﬂ.ﬁ.lnkasi Dana Desa wvang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan  yang  diterima  kabupaten fkota dalam  Anggaran
Pendepatan dan Belanaja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang;
Dana Alokasi Khusus;

14. Dana Desa adalah dana vang bersumberkan dari Angearan Pendapatan
dan Pelanja Negara vang diperuntukkan bag Desa yang ditransfer
mrelalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan

. igunakan untuk  memiayai  penyelenggerasn pemerinighan,
pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan  dan
pemberdayaan masyarakat;

15 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan
pada alkchir pericde perencanaarn,

$6 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang altan

dilaksanakan untuk mmjudklan visl;

_Strategi adalab langkah-langkah berisilan program-program indikatif

_ untuk mewujudkan visi dan misi;

BB Aroh Kebijakan adalah arsh atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Desa untuk mencapai tujuan.



BAE Il
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

4N} Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepalkatan
dmlam musyawarah Desa.

Musyawaral Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1] paling lambat
dilaksanakan pada bulan Jumi tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Porncanaan  pembangunan Desa sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 2 menjadi pedoman bag Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan

EEP Desa, dan daltar usulan RKP Desa.

Pasal 4

1) Dalam menyusun dan  RKP  Desa, Pemerintahh Desa  waiib
menyelenggarakan musg;awarhh perencanaan pembangunan desa Secara
puartisipatif.

h Mugyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud

pada ayar (1) dilkut cleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur

masvarakat Desa.

@ Rancangan RKP Desa sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dibabas

dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Rancangan RKP Desa  sebagmimana dimaksud  pada  ayat (3}

memperhatikan arah kebijakan perencanaan permbangunar kabupaten.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4] merupakan

penjabaran dari REJM Deza untuk jangka waktu 1 [satu) tahun.

Pasal o

i} REP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka walktu 1 [satu} tahun.

RKP Desa sebsgaimana dimaksud pada ayat (1] memuat rencana
penyelenggaraan  Pemerintahen Desa, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, den pemberdayaan masyvarakat Desa.



B RKP Desa schagaimana dimaksud pada ayat (2] paling sedikit bensi

LArAiAn.

a. Evaluasi pelaksanaan REP Desa tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa vang dikelola ocleh
Desa;

c Prioritas program. kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui
kerja sama antar desa dan pihak ketiga,

d. Rencena program, kegiatan, dab anggaran desa yvang dikelola oleh
Desa sebagal kewenangan penugasan dar pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten,; dan

e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat dess
dan/atau unalr masyarakaet desa,

- RKP Deza schagaimana dimaksud pada avat (3] disusun oleh Pemerintah

Desa sesuai dengan informasi darl pemerintah daerahh kabupaten

berkaitan dengan pagy indikatii desa dan rencana Kegiatan pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintan daerah kabupaten.

RKP Desa mulai disusun olch Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

berjalan.

REP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa,

BXF Deosa mengadi dasar penetapan APB Desa.

Pazal &

) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa
kepada pemerintah daerah kabuparen,

Dalam hal tertenty, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan
pembangunan dess kepada pemeriniah dan pemenntah daerah provinsi.
Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{2 harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Dalam hal Bupati membetikan persetujuan, wsulan  sebagaimans
dimaksud pada ayat (3] disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah
dan f atau pemerintah daerah provins

Usulan Pemetintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat
() dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Dmlam ha! Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
derrah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
] dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun
erikutnya.



Pazal 7

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa [RKP Desap dapat diubah dalam hal:
a. Terjadi penistiwa khusus, seperti hencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atal kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan  Pemerintah,

pemernintah dacrah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten,

g3 Prrubzhan  Rencana Kerja Pemcrintah Desa (RKF Desa) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dibahas dan disepakau dalam musyawarah
perencanaan periibangunan Desa dan selanjuinya ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

BAB 1
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN REFP DESA

Paszl 8

(1) Pemerintahan Desa wajib mengentbangkan nilai-nilai demokrasi, unnuk
mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa,

B8 Mekanisme pengambilan keputusan dalatn forum Musrenbang Desa
dalam perencanzan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan
mfakat.

BAB TV
RKP-De=sa

Pasal &

tika RKP-Desa disusun sehagai berlout
BABI : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.4. Visi Misi Desa

1.5. Proses Penyusunan

T Sistrormatiloes



BAB [ : GAMBARAN UMUM KEBLIAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembnayaan

I MR Il : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1, Evaliasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKFP Desa
Tahun 2016
3.2. I[dentifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
3.3. ldentfkasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembanpgunan Supra Desa
4.4, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa keadaan
Darurat '
BAB [V - RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGLUINAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

4.2, Prioritas Program dan Kegialan Kewenangan Penugasan
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar
Diesa dan Pihak Keoga

4.4. Pagu Anggaran Sementara

BABY : PFENUTUP

Lampiran Pendukung :

Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017.

Program dencaan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa,
Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa) Tahun 2018,

Pagu [ndik=tif Dega {PID).

Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.

Catatan dan LaporanMusrenbangdes,

Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa.

8. Daftar hadir,

9. Undangan Musrenbangdes dan Kepala Desa.

10. Berita Acara Hasil Penvusunan Rancangan EKP Desa.

11. Dajtar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Dhesa,

12, Undangan dari Ketua Tim-Penyusun RKPDes.

13. Mairik Rancangan RKF Desa.

14_SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDea 2017. ‘il

NP kW




15. Berita Acara Muades RKFP Desa.

16. Catatan dan Laporan Musdes.

17. Daftar hadir.

1B. Undangan Musdes dari Ketua BFL.

19. Rencana Anggaran Biaya (RAHB).

_Peta Desa dan Lokasi Renecana Kegiatan.

21. Foto Musdes RKPDesza. _

23 Fota Musrenbangdes RKFPLesa,

23 Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam REFPDes 2017,

Pasal 10

lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (REP Diesa)
3 2 dimaksud Peraturan ini, tercentum dalam lampiran Peraturan
i berupa Rencana Kerja Pemnerintah Desa [RKF Desa] Tahun 2017,

Pasal 11

n sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang
terpisahkan dari Peranuran Desa ind

Pas=sal 12

EXP Desz Tahun 2017 menjedi pedoman Pemerintah Desa  dalam
:  peayusunan APB Desa tahun anggaran 2017,

B BXP Dess Tahun 2017 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh
r'::Fm.ﬂngku kepentingan i desa scsuai Kewenangennya  dalam
| mefaksanakan pembangunan desa tahun 2017,

Pasal 13

wajib  dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka
pemerintahan desa.



Kabupaten Pemalang.

gkan di Pener
tanggal 23 Desernber 2016

Pit.SEKRETARIS DESA PENER
KAUR EEUANGAN

HALIRI

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

an Desa ind mulat berlaku pada tanggal divndanglan.

seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam lLembaran Desa Pener Kecamatan

Ditetapkan di Fener
pada tatgeal 23 Desember 2016

KEPALA DESA PENER,

SUWONG

RAN DESA PENER KECAMATAN TAMAN
PATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 4



